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PEMERENTAH KOTA MOJOKERTO 

PFRATUAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 4 TAHUN 2003 

TENTANG. 
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOTOKERTO  NOMOR 22 

TAHUN 2002 TENTANG PAJAI( PENERANGAN JALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA MOJOKERTO 

Memrnbang 	bahwa berhubung ketentu.an yang mengatur tentang 
tarif penggunaan tenaga listrik yang berasal dan 
PLN khususnya untuk pelanggan golongan tarif 
indusi sebagairnana diatur dalam Peraturan 
Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2002 
tentang Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan sekarang, maka dipandang 
perlu untak diadakan perubahan dan menuangkan 
ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan 
Daerah. 

Mengingat 	: 1. Undang-uridang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Ling-
kurgan Propiitvi Jawa Timur/Jawa Tengah/ 
Jawa Barat; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negra Nomor 3209); 

3. Undang-undangNomor 17 Tahun 1997 tentang 
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3684); 

4. Und.ang-undang
e
g omor 18 Tahun 1.997 tentang 

Pajak Daerah 	Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685); 

5. Undang-undangNomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Tahun' 1997 Nomor 421, Tambahar. 
Lembaran Negarà Nomor 3686) ; 
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6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negra Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembarart Negara 
Nomor 3839); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Daer&h (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848); 

8. Undang-undarg Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran. Negara Tahun 
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nornor 74, Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 3242); 

0. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pe1aksantan Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lexnbar&n Negara 
Nomor 3258); 

11. Peraturan Peinerintah Nomor 10 Tahun 1989 
tentang Penyedfaan dan Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 
24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395); 

12. Peraturan Pemerintah Nonior 17 Tahun 1990 
tentang Perusahaan Umum (PERIJM) Listrik 
Negara (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 
21); 

13. Perturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pen'terintah dan 
Kewenangart Propinsi Sebagai Daerah Otonorn 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahart Lcrnbaran Negara Nomor 3952); 

14. Peaturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 
tentàng Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138); 
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15. K.eputusai Presidert Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Per-
undang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Peme-
rintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 

16. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 1997 tenteng Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingktrngan Pemerintah Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 
Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenal 
Penyidik Fegawul Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

18. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 170 
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Peniungutan Pajak Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 
Tahun 1.997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang 
Pajak Daerah; 

20. Keputusan Mertteri Dalam Negeri Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur 
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
dan Penerimaun Pendapatan Lain-lain; 

21. KepLu:usan Menteri Ddam Negeri Nomor 10 
Tahun 2002 tentang Pernungutan Pajak 
Penerangan Jalan; 

22. Peraturan Daerrih Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang 
Penyidik PegawaI Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto. 

Dengan persetnjuan bersama 

DEWAN PERWAKILAI\ RAXYAT DAERAH 
KOTA MOJOKERTO 

dan 

WALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 	: PERATJRAN EAERAH KOTA MOJOKERTO 
TENTANG PERUBAHAN PERATUIRAN DAERAH 
KOTA MOJOKERTO NOMOR 22 TAHTUN 2002 

TENTANC PAJAK PENERANGAN JALAN 
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Pasal I 

Peraturan Darah Kota Mojokerto Nomor 22 
Tahun 2302 tentarig Pajak Fenerangan Jalan, yang 
ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kota 
Mojokerto Tahun 2002 Seri B pada tanggal 22 Juli 
2002 Nomor 1/B, diubah sebagai berikut 

A. Pasal 5, setelah ayat (2) disislpi ayat (3) dan 
harus dibaca sebagai berikut: 

(3) Khusus untuk kegiatan industri 
pertambangan rninyak bumi dan gas 
alam nilal jual tenaga listrik sebagaimarta 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebesar 30 % (tiga puluh prosen) 
sedangkan untuk keglatan lainnya nilai 
jual tenaga listrik dltet.apkan sebesar 
100 % (seratus proven); 

B. Pasal 5, untuk ayat (3) lama ctiubah dan harus 
dibaca ayat (4), 

C. Pasal 6, diubah dan harus dthaca sebagai 
berikut: 

Pasal 6 

Tarif pajak ditetapkan, sebesar 10 % (sepuluh 
prosen) 

Pasal II 

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar satiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daernh 
mi dengan penempatan dalam Lembaran Daerah 
Kota Mojokerto. 

Ditetapkari di Mojokerto 

Diundangkari di Mojokerto 	 Pada tanggal 	6 Pebruari 2003 

Path tanggal 	6 Pebruari 2003 	 WALIKOTA MOJOKERTO 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 	 Cap ttd. 

Cap. Ttd 	 TEGOEH SOEJONO, S.H 

IT. BACffT1LR SQAR1A0DJ 

Pembina Utama Mud-a 

NIP. 010 178 003 

LE.\II3ARAN 1)AERAII KOTA MOJ()KERI'O TAHUN 2003 NOMOR 1/13 


